SKRIPSI

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERIKANAN DI
PERAIRAN KOTA MAKASSAR

OLEH:
ALFI YANDY ABDULLAH
Stmbk 04020180580

Proposal ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk
melakukan seminar hasil penelitian

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022



HALAMAN JUDUL

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERIKANAN
DI PERAIRAN KOTA MAKASSAR

SKRIPSI

Oleh:

ALFI YANDY ABDULLAH 04020180580

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023



PERSETUJUAN PEMBIMBING
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Alfi Yandy Abdullah

Stambuk : 04020180580
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Proses Penyidikan Tindak Pidana Perikanan

Di Perairan Kota Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Pembimbing | / Pembimbing I
R
A\/(/ I——b“\‘r

Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH..MH
NIPs. 104101110

. Muhammad llyas, SH..MH
NIPs. 104100394

Mengetahui,

agian Hukum Pidana

iii



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia memberi persetujuan

untuk mengikuti Ujian Skripsi Kepada :

Nama Mahasiswa : Alfi Yandy Abdullah

Stambuk : 04020180580

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian :  Hukum Pidana

Dasar Penetapan : Nomor : 0341/H.05/FH.UMIVIII/2022

Judul Skripsi : Proses Penyidikan Tindak Pidana Perikanan di Perairan
Kota Makassar

Makassar, Agustus 2023

\J‘

—

o

TA
~1§§k ANTakultas Hukum




PENGESAHAN SKRIPSI

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERIKANAN
DI PERAIRAN KOTA MAKASSAR

DiSusun dan diajukan oleh:
ALFI YANDY ABDULLAH
04020180580

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana limu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada ...

dan dinyatakan diterima

Makassar, Agustus 2023

Panitia Ujian

Ketua, Anggota,
g(
= i
Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH..MH Dr. M l H

NIPs. 104101110 NIPs. 104100394




vi

HALAMAN PENGESAHAN
Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:
Judul Skripsi : Proses Penyidikan Tindak Pidana Perikanan

Di Perairan Kota Makassar

Nama Mahasiswa . Alfi Yandy Abdullah

NIM 04020180580

Program Studi : llmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : SK Nomor 0341/H.05/FH-UMI/VI111/2022
Pembimbing

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan

LULUS dengan nilai skripsi A oleh :

1. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH
Pembimbing |

2. Dr. Muhammad llyas, SH.,MH T R T | . oea—

Pembimbing Il

3. H. Kamri Ahmad, SH.MH 2\ o) L3 e )
Penguji |

4. Dr. Aan Aswari,SH.,MH O ciU— )

Penguiji Il



vii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Alfi Yandy Abdullah

Stambuk 04020180580
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Proses Penyidikan Tindak Pidana Perikanan

Di Perairan Kota Makassar
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar
merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap
karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat
dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan
hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan

tersebut.

Makassar, 23 Juni 2023

Tertanda Mahasiswa,

Alfi Yandy Abdullah



ABSTRAK

Alfi Yandy Abdullah 04020180580. Proses Penyidikan Tindak Pidana
Perikanan Di Perairan Kota Makassar Dibimbing oleh Muhammad Rinaldy
Bima Sebagai pembimbing I, Sedangkan pembimbing Il iyalah Muhammad
llyas.

Negara Indonesia merupakan sebuah Negara Hukum dan Maritiyang
terdiri dari lautan yang lebih luas dari daratan. Secara Geografis, luas Negara
Indonesia mencapai 7,7 juta km2 yang terdiri dari daratan seluas 1,9 juta km2
dan lautan seluas 5,8 juta km2, dimana lautan terbagi dalam Laut Teritorial yang
memiliki luas mencapai 3,1 juta km2 dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
memiliki luas 2,7 km2 serta memiliki bentangan garis pantai sepanjang 95,181
km2.

Metode dalam menyelesaikan penelitian ini Jenis penelitian yang
digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian terhadap
masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku
dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam
penelitian®’ pada penerapan Hukum terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana
Perikanan Perairan di Kota Makassar.

Tujuan dari penelitian ini Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat
meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum
sebagai bekal di masa depan kelak. Hasil penelitian ini di harapkan dapat
membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-
pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Dengan menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian terhadap

masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku
dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui.

Kata Kunci: Penyidikan, Perikanan, Tindak pidana
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan sebuah Negara Hukum dan Maritim yang
terdiri dari lautan yang lebih luas dari daratan. Secara Geografis, luas Negara
Indonesia mencapai 7,7 juta km2 yang terdiri dari daratan seluas 1,9 juta km2
dan lautan seluas 5,8 juta km2, dimana lautan terbagi dalam Laut Teritorial yang
memiliki luas mencapai 3,1 juta km2 dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
memiliki luas 2,7 km2 serta memiliki bentangan garis pantai sepanjang 95,181

km2.1

Karena Indonesia memiliki wilayah lautan yang luas maka dibutuhkan
pengawasan dan penjagaan yang besar pula untuk menjaga kelestarian dan
keberlangsungan ekosistem yang ada di perairan, pengawasan ini termasuk
untuk menjaga tindakan illegal yang dilakukan oleh sekelompok orang yang
yang tidak bertanggung jawab baik itu mencuri dan merusak seluruh ekosistem
yang ada di bawah laut. Baik itu ikan, terumbu karang, dan berbagai macam
jenis makhluk lain di dalamnya. Maka dari itu dibutuhkan aturan hukum untuk
melindungi sumber daya alam laut tersebut. Negara tidak melarang masyarakat
mengambil dan memanfaatkan sumber daya apapun yang ada di laut selama itu
bukan merupakan hewan dan biota yang dilindungi dan tidak merusak
ekosistemnya karena Negara hadir untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan

dan kedamaian sosial.

1 Freddy Numberi 2015. “Kembalikan Kejayaan Negeri Bahari”. Jakarta : PT. Bhuana llmu Populer
1



Firman Allah memberikan landasan pemahaman dalam pembahasan
illegal fisihing diperairan kota Makassar
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Terjemahan:

40. Atau (keadaan orang-orang kafir) seperti gelap gulita di lautan yang dalam,
yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada (lagi) awan gelap.
ltulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya

hampir tidak dapat melihatnya. Barangsiapa tidak diberi cahaya

(petunjuk) oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun.?

2 https://www.merdeka.com/quran/an-nur/ayat-40 di akses pada tgl 15 september 2022 pukul
20.55

Dalam konteks hukum perikanan, memanfaatkan sumber daya ikan
adalah hak-hak setiap warga Negara, sebagaimana diatur dalam
UndangUndang Dasar (UUD) 1945 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi bahwa tiap-
tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagai
kemanusian dan berdasarkan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa Bumi, air dan
kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka
rakyat berhak menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Tetapi
dalam penggunaan dan pemanfaatannya harus sesuai dengan prosedur dan
tata cara yang ada. Indonesia adalah Negara hukum jadi apabila ada yang
melakukan kejahatan dan melanggar tatanan hukum yang ada maka Negara

akan menghukum dan menjatuhi hukuman sesuai aturan yang berlaku. Dalam



hal ini aparat penegak hukum yaitu TNI/POLRI dan Bakamla di samping seluruh
masyarakat dan stekholder yang berkaitan mendukung untuk ikut membantu
menjaga keamanan wilayah perairan / laut agar ekosistemnya tetap bertahan
dan tetap lestari. Adapun contoh illegal fishing yang sering terjadi di wilayah
perairan Republik Inonesia ini yaitu pencurian ikan oleh warga Negara asing,
penggunaan alat tangkap ikan yang dapat merusak ekosistem bawah laut
seperti penggunaan jaring cantrang, pukat harimau, bom ikan dan bius ikan

(potassium sianida).

Dalam UU RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas
UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 85 yang
berbunyi setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai,membawa,
dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan
ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal
penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar
rupiah). Dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang menjadi sorotan tentu
adalah Nelayan. Pengertian nelayan menurut Undang Undang No 31 Tahun
2004 Tentang Perikanan adalah orang yang mata pencariannya menangkap
ikan. Nelayan melakukan penangkapan ikan merupakan suatu pekerjaan untuk

mendapatkan nafkah bagi keluarganya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan jaring cantrang, pukat

harimau, bom ikan dan bius ikan (potassium sianida) masih marak terjadi.
Nelayan melakukan jalan pintas ini untuk mempercepat dan agar hasil

tangkapan lebih banyak walaupun resiko tinggi baik resiko terhadap diri sendiri



dan orang lain seperti penggunaan bahan peledak. Kemiskinan dan lemahnya
pengawasan praktik-praktik penangkapan ikan di Negara berkembang

menyebabkan kerusakan ekosistem yang lebuh besar,

khususnya di Asia, seperti Filipina,Thailand dan Indonesia. Dari berbagai studi
di ketahui bahwa kondisi trumbu karang di Indonesia yang relative masih baik

hanya sekitar 20% dari total luas trumbu karang yang ada.?

Penggunaan bahan peledak seperti yang telah di jelaskan dalam contoh
kronologi kasus yang di ambil oleh penulis diatas masuk dalam kategori illegal
fishing sehingga perlu tindakan atau upaya dalam mencegah baik secara
prefentif maupun represif. Dalam upaya efentif perlu dilakukan pembinaan
terhadap para nelayan dengan memberikan penyeluhanpenyeluhan dan
kesadaran akan dampak dan bahaya dari penggunaan baik itu bahan peledak,
bius ikan ataupun jaring cantrang atau pukat harimau. Secara refresif peran
sanksi seringkali di nilai sangat penting dan sangat menentukan dalam
tercapainya kepatuhan, terlebih lagi sanksi hukum pidana. Pelakasanaan
penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis
dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali sesuai

dengan asas pengelolaan perikanan sehingga

pembangunan perikanan dapat berjalan secara keberlanjutan. Oleh sebab itu

adanya kepastian hokum merupakan suatu kondisi yang sangat di perlukan.

2 Ahmad Fauzi, 2005, “ Kebijakan Perikanan dan Kelautan, Isu, Sintesis, dan Gagasan”. Jakarta :
PT Gramedia Pustaka Utama, him. 15.
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Ketentuan pidana mengenai tindak pidana dalam bidang perikanan di atur

dalam Pasal 84 sampai Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2004 Tentang Perikanan beserta perubahannya di dalam Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009, misalnya pada Pasal 84 ayat (1) yang di rumuskan

sebagai berikut: paiteS“loranglyang'denganlsengaja'di'wilayah'pengelolaan’

perikanan Repulik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau
pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan
peledak alat/dan cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau
membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ata lingkungannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara

lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.

00,000.000.002.1/(satu'miliar'dua'ratus'juta'rupiah).”

Efektivitas sistem sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 Tentang Perikanan beserta perubahannya di dalam Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan
kebijakan lingkungan akan sangat dipengaruhi banyak faktor, salah satu di
antaranya adalah perumusan kaidah hukumnya itu sendiri. Oleh karena itu,
segala peraturan tentang tindak pidana penangkapan ikan yang dimuat di dalam
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan4 dan Undang-
Undang 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 Tentang Perikanan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku-
pelaku tindak pidana pelanggaran penangkapan ikan, terutama pelaku yang

dalam hal ini menggunakan alat bantu berupa bahan peledak yang dapat



merusak ekosistem di dalam laut, Khususnya terumbu karang karena dapat

meninggalkan cacat permanenen pada terumbu karang

tersebut.®
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji suatu

permasalahan hukum dengan mengambil judul: “PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PERIKANAN DI PERAIRAN KOTA MAKASSAR”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di
atas, maka dapat di indentifikasi permasalahan yang dapat penulis rumuskan

yaitu:

1. Kendala apa saja yang dihadapi oleh penyidik kepolisian perairan dalam

proses penyidikan terhadap tindak pidana perikanan di perairan Makassar?

2. Apasajakah dasar hukum yang digunakan dalam mengatasi kendala pada

proses penyidikan terhadap tindak pidana perikanan di perairan Makassar?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami proses penyidikan yang dilakukan
oleh penyidik kepolisian perairan terhadap tindak pidana perikanan di

perairan Makassar.

3 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan



2. Untuk mengetahui kategori dan dasar yang digunakan dalam pada
proses penyidikan terhadap tindak pidana perikanan di perairan

Makassar.
D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya memberikan manfaat dan kegunaan yang terdapat

pada penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapatkan dari

penelitian ini adalah:

Manfaat Teoristik

1. Merupakan salah satu sarana untuk berbagi pengetahuan dan pikiran

dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu

khusus lainnya.
2. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani
kuliah strata satu di fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia serta

memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

Manfaat Praktik

1. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan
mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai

bekal di masa depan kelak.

2. Hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu dan memberikan
masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait

dengan masalah yang diteliti.



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. KONDISI GEOGRAFIS PERAIRAN DI KOTA MAKASSAR

Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di
persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di
Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan
dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota
Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang
selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan
laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0
- 5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai.Tallo yang
bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan
kota. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77
Km2 daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah

perairan kurang lebih 200Km?2.

Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan
memiliki 143 kelurahan. Diantara kecamat-an tersebut, ada tujuh kecamatan

yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo,

Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya.
Kota Makassar sendiri berdekatan dengan sejumlah kabupaten yakni sebelah

utara dengan kabupaten Pangkep, sebelah timur dengan kabupaten Maros,

sebelah selatan dengan kabupaten Gowa dan sebelah



barat dengan Selat Makassar.
Dari gambaran selintas mengenai lokasi dan kondisi geografis Makassar,

memberi penjelasan bahwa secara geografis, kota Makassar memang sangat
strategis dilihat dari sisi kepentingan ekonomi maupun politik. Dari sisi ekonomi,
Makassar menjadi simpul jasa distribusi yang tentunya akan lebih efisien
dibandingkan daerah lain. Memang selama ini kebijakan makro pemerintah yang
seolah-olah menjadikan Surabaya sebagai home base pengelolaan produk-
produk draft kawasan Timur Indonesia, membuat Makassar kurang
dikembangkan secara optimal. Padahal dengan mengembangkan Makassar,
otomatis akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan

masyarakat di kawasan Timur Indonesia dan percepatan pembangunan.

Dengan demikian, dilihat dari sisi letak dan kondisi geografis -

Makassar memiliki keunggulan komparatif dibanding wilayah lain di kawasan
Timur Indonesia. Saat ini Kota Makassar dijadikan inti
pengembangan wilayah terpadu Mamminasata.

Jenis-jenis tanah yang ada di wilayah Kota Makassar terdiri dari tanah inceptisol
dan tanah ultisol. Jenis tanah inceptisol terdapat hampir di seluruh wilayah Kota
Makassar, merupakan tanah yang tergolong sebagai tanah muda dengan
tingkat perkembangan lemah yang dicirikan oleh horison penciri kambik. Tanah
ini terbentuk dari berbagai macam bahan induk, yaitu aluvium (fluviatil dan

marin), batu pasir, batu liat, dan batu.

Penyebaran tanah ini terutama di daerah dataran antara perbukitan, tanggul
sungai, rawa belakang sungai, dataran aluvial, sebagian dataran struktural berelief
datar, landform struktural/ tektonik, dan dataran/ perbukitan volkanik. Kadang-

kadang berada pada kondisi tergenang untuk selang waktu yang cukup lama pada
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kedalaman 40 sampai 50 cm. Tanah Inceptisol memiliki horison cambic pada
horison B yang dicirikan dengan adanya kandungan liat yang belum terbentuk
dengan baik akibat proses basah kering dan proses penghanyutan pada

lapisan tanah.

Jenis tanah ultisol merupakan tanah berwarna kemerahan yang banyak
mengandung lapisan tanah liat dan bersifat asam. Warna tersebut terjadi akibat
kandungan logam — terutama besi dan aluminium — yang teroksidasi (weathered
soil). Umum terdapat di wilayah tropis pada hutan hujan, secara alamiah cocok
untuk kultivasi atau penanaman hutan. Selain itu juga merupakan material yang
stabil digunakan dalam konstruksi bangunan. Tanah ultisol berkembang dari
batuan sedimen masam (batupasir dan batuliat) dan sedikit dari batuan volkano
tua. Penyebaran utama terdapat pada landform tektonik/struktural dengan relief
datar hingga berbukit dan bergunung. Tanah yang mempunyai horison argilik
atau kandik dan memiliki kejenuhan basa sebesar kurang dari 35 persen pada
ke dalaman 125 cm atau lebih di bawah batas atas horison argilik atau kandik.
Tanah ini telah mengalami pelapukan lanjut dan terjadi translokasi liat pada
bahan induk yang umumnya terdiri dari bahan kaya aluminium silika dengan
iklim basah. Sifatsifat utamanya men-cerminkan kondisi telah mengalami
pencucian intensif, diantaranya miskin unsur hara N, P, dan K, sangat masam
sampai masam, miskin bahan organik, lapisan bawah kaya aluminimum (Al),

dan peka

terhadap erosi.
Parameter yang menentukan persebaran jenis tanah di wilayah Kota
Makassar adalah jenis batuan, iklim, dan geomorfologi lokal, sehingga

perkembangannya ditentukan oleh tingkat pelapukan batuan pada kawasan

10



tersebut. Kualitas tanah mempunyai pengaruh yang besar terhadap intensitas
penggunaan lahannya. Tanah-tanah yang sudah berkembang horizonnya akan
semakin intensif dipergunakan, terutama untuk kegiatan budidaya. Sedangkan
kawasan-kawasan yang mempunyai perkembangan lapisan tanahnya masih
tipis bisa dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya. Penentuan kualitas tanah dan
penyebarannya ini akan sangat berarti dalam pengembangan wilayah di
Makassar, karena wilayah Makassar terdiri dari laut, dataran rendah dan dataran
tinggi, sehingga perlu dibuatkan prioritasprioritas penggunaan lahan yang

sesuai dengan tingkat perkembangan dan intensitas pemanfaatannya.

Dari fakta di lapangan terlihat bahwa pada wilayah perkotaan seperti Kota
Makassar sudah jarang terdapat lahan kosong milik negara atau lahanlahan
mentah lainnya. Maka akan lebih mengena jika lahan yang ada dikategorikan
berdasarkan kriteria-kriteria yang mengarah pada trend dan visualisasi
psikologis dari area-area yang ada dan membaginya dalam bentuk tipologi
kawasan, dibanding metode tradisional yang hanya mengandalkan
pengkategorian pada visual lahan yang masih kosong, ada vegetasi, atau
terbangun. Sehingga bila dilihat berdasarkan keadaan litologi, topografi, jenis
tanah, iklim dan vegetasi yang ada, Kota Makassar direkomendasikan sebagian
besar untuk kawasan pengembangan budidaya karena tidak ada syarat yang
memenuhi sebagai kawasan lindung. Mencermati pembagian lahan dalam
wilayah Makassar dibagi dengan peruntukan kawasan sebagai berikut,

Kawasan Mantap 38 %, Kawasan Peralihan 11 %, dan Kawasan

Dinamis 51 %.
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B. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana uata! dalam!' bahasal Belanda' “strafbaar feit,”) yang
merupakan istilah resmi dalam strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak Pidana berarti suatu
perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan pelaku ini dapat

dikatakan sebagai subjek tindak pidana.*

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan
yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari

istilah strafbaar feit adalah sebagai berikut.

a. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-
undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan
menggunkan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang Nomor

6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, (diganti dengan UU No.

19/2002), UU No 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Subversi, UU No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (diganti dengan UU No. 31 Th. 1999), dan perundang-undangan
lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono

Prodjodikoro.>

4 Wirjono Prodjodikoro, (2003). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: PT.
Refika Aditama. HIm. 59

5 Wirjono Prodjodikoro, 2010, “Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia”. Jakarta : Refika
Aditama.
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b. Peristiwa pidana, ® digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya
R.Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, A. Zainal Abidin’
dalam buku beliau Hukum Pidana, yaitu dalam Undang-undang Dasar

Sementara Tahun 1950.

c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin delictum juga digunakan
untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit.
Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya E. Utrechr,
walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana. A.
Zainal Abidin dalam buku beliau Hukum Pidana 1. Moeljatno pernah juga
menggunakan istilah ini, seperti pada judul beliau Delik-Delik Percobaan
Delik-Delik Penyertaan walaupun menurut beliau lebih tepat dengan

istilah perbuatan pidana.®

d. Pelanggaran pidana,® dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum
Pidana yang ditulis oleh M.H. Tirtaamidjaja.
e. Perbuatan yang boleh dihukum,® istilah ini digunakan oleh Karni dalam

buku beliau Ringkasan tentang Hukum Pidana.

f. Perbuatan yang dapat dihukum, di gunakan oleh pembentuk
UndangUndang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 Tentang

Senjata Api dan Bahan Peledak

6 R.Tresna, 1959, “Asas-asas Hukum Pidana”. Jakarta: Tiara

7 A. Zainal Abidin, 2010, “Hukum Pidana 1” .Jakarta : Sinar Grafika

8 M.H. Tirtaamidjaja, 1955, “ Pokok-Pokok Hukum Pidana”.Jakarta : Fasco.
9 Karni, 1950 “Ringkasan tentang Hukum Pidana”.Penerbitan dan Balai.
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g. Perbuatan pidana,'® digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan

beliau, misalnya dalam buku Asas-asas Hukum Pidana.

araceSlliterlijk,'kata“straf”\artinya'pidana,“baar”artinya dapat atau boleh
nad' “feit”) adalah! perbuatan.! Dalam! kaitannya! dengan! istilah' strafbaar feit
secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal
sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf

sama dengan recht, yang sebenarnya tidak demikian halnya.

Untuk kata “baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat.
Secara literlijk bisa kita terima. Sedangkan untuk feit digunakan empat istilah,
yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara literlijk, feit memang
lebih pas untuk di terjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim
digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah
overtrading sebagai lawan dari istilah misdrijven (kejahatan) terhadap kelompok

tindak pidana masing-masing dalam buku Il dan buku Il KUHP.

aratnemeS! itu,! untuk' kata! “peristiwa”’ menggambarkan' pengertian! yang !
lebih luas dari perkataan perbuatan karena peristiwa tidak saja menunjuk pada
perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja
disebkan oleh adanya perbuatan manusia semata, tetapi juga oleh alam, seperti
matinya seseorang karena disambar petir atau tertimbun tanah longsor yang
tidak penting dalam dalam hukum pidana. Baru menjadi penting dalam hukum
pidana apabila kematian orang itu diakibatkan oleh perbuatan manusia (pasif

maupun aktif). kutnU! istilah! “tindak™ memang! telah! lazim! digunakan

10 Moeljatno, 2008, “Asas-asas Hukum Pidana”. Penerbit : Rineka Cipta.him.65
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ldalam) peraturan 'perundang-undangan kita walapun masih dapat
diperdebatkan juga ketepatannya. Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia
dalam arti positif (bandelan) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia

dalam yang pasif atau negatif (nalaten).

Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah feit itu adalah termasuk baik
perbuatan aktif maupun pasif tersebut. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk
perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan/disyaratkan adanya suatu
gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia,
misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau merusak (Pasal 406 KUHP).
Sementara itu, perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu
bentuk perbuatan fisik apa pun yang oleh karenanya seseorang tersebut telah
mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal
531 KHUP) atau perbuatan memberikan

(Pasal 304 KHUP).

Istilah perbuatan ini dipertahankan oleh Moeljatno dan dinilai oleh beliau

sebagai istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan isi pengertian strafbaar

feit.1
Ruslan Saleh, juga menggunakan istilah perbuatan pidana, misalnya dalam

buku beliau Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana.!?

Istilah perbuatan pidana ini pernah juga digunakan oleh pembentuk Undang-

Undang dalam Undang-Undang No. 1/Drt/1951 Tentang Tindakan

11 Moeljatno, 2008, “Asas-asas Hukum Pidana”. Penerbit : Rineka Cipta 2 Ruslan Saleh, 1983,
“Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”. Jakarta : Rineka Cipta.
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Sementara Untuk Menyelanggarakan Kesatuan Susunan, Kesatuan Acara
Pengadilan Sipil.

Moeljatho menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan
uaileblsebagai'“perbuatanlyang'dilarang'oleh'suatu'aturan'hukumllarangan !
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang

apais'melanggarllarangan'tersebut”.|1?

Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:
1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu
suatu kejadian atau keadaan yang di timbulkan oleh kelakuan orang),
artinya larangan itu di tunjukan pada perbuatannya. Sementara itu,

ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.

2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman
pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh
karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang
ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan oang yang

menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.

3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat
digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang

menunjukkan pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian

12 Moeljatno, 1983, “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam hukum pidana’.
Jakarta : Rineka Cipta. HIm 54.
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tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya oran yang berbuat atau yang

menimbulkan kejadian itu.

Disamping mengemukakan istilah yang tepat yakni perbuatan pidana,
Moeljatno juga menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana dan istilah tindak

pidana merupakan suatu istilah yang tidak tepat, dengan alasan sebagai

berikut.

a. Untuk istilah peristiwa pidana, perkataan peristiwa menggambarkan hal
yang konkret (padahal strafbaar feit sebenarnya abstrak) yang menunjuk
pada kejadian tertentu, misalnya matinya orang yang tidak penting dalam
hukum pidana. Kematian itu baru penting jika peristiwva matinya orang

dihubungkan dengan atau diakibatkan oleh kelakuan

orang lain.

b. aratnemeS! itu,) padal istilah! tindak' pidana,' perkataan' “Tindak™ tidak !
menunjuk pada hal abstrak seperti perbutan, tapi sama dengan
perkataan peristiwa yang juga menyatakan keadaan konkret, seperti
kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmani, yaitu lebih dikenal dalam

tindak-tanduk, tindakan dan bertindak.13

Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana, seperti tercermin dalam
istilah yang beliau gunakan dan rumusannya menampakkan bahwa beliau
memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pandangan

yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan ini sering

13 Lamintang, 1990, him.174
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disebut pandangan dualism, juga dianut oleh banyak ahli, misalnya pompe, Vos,

Tresna, Roeslan Saleh, A. Zaenal Abidin.

Pompe merumuskan bahwa suatu strafbaar feit itu sebenarnya adalah
kadit'lain'daripadalsuatu'“tindakan'yang'menurut'sesuatu'rumusan'UndanguUnd

ang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.4

R.Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau
memberi definisi yang tepat peristiwa pidana, namun juga beliau menarik
Jisinifed! yang! menyatakan' bahwa,' “peristiwa! pidana' itu! adalah! suatu
perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan
Undang-Undang atau peraturan Perundang-Undangan lainnya terhadap

nataubrep'manaldiadakan'tindakan'penghukuman”.

Dapat dilihat bahwa rumusan itu tidak memasukkan unsur/anasir yang
berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa dalam

peristiwa pidana itu mempunyai syarat- syarat, yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia;

2. Perbuatan itu harus susuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan

hukum;

.3'Haruslterbuktiladanyal“dosa”padalorang'yang'berbuat,'yaitulorangnya !

harus dapat dipertanggung jawabkan;

14 Martiman P. 2, 1996, him. 16.
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4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan Hukum;

5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam

undang-undang.

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan
beliau, ternyata syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti pada syarat
ke-3. Tampak dengan jelas bahwa syarat itu telah dihubungkan dengan adanya
orang Yyang melanggar larangan (peristiwva pidana) tersebut, yang
sesungguhnya berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang melakukan

perbuatan itu bukan syarat peristiwa pidana.

Kemampuan bertanggung jawab melekat pada orangnya, dan tidak pada
perbuatannya, yang sebenarnya dari sudut pengertian abstrak yang artinya
memandang tindak pidana itu tanpa menghubungkannya dengan (adanya)
pembuatnya, atau dapat dipidana pembuatnya. Dari pandangan demikian,
kemampuan bertanggung jawab bukanlah menjadi unsur tindak pidana.
Kemampuan bertanggung jawab merupakan hal yang lain dari tindak pidana
dalam artian abstrak, yakni mengenai syarat untuk dapat di pidananya terhadap
pelaku yang terbukti telah melakukan tindak pidana atau melanggar larangan
berbuat dalam hukum pidana, dan sekali-kali bukan syarat ataupun unsur dari
pengertian tindak pidana. Sebagaimana diketahui bahwa orang yang
perbuatannya telah terbukti melanggar larangan berbuat (tindak pidana) tidak

selalu dengan dijatuhi pidana.
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Salah satu unsur dari tindak pidana adalah sifat melawan hukum. Perbuatan
dikatakan sebagai tindak pidana apabila memiliki unsur sifat melawan hukum.
Sudarto menyatakan perbuatan dikatakan memiliki sifat melawan hukum apabila
perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana yang dirumuskan

dalam undang-undang.®

Menurut Lamintang, setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan
kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam

unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.16

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau
yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya vyaitu
segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif
adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di
dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di

lakukan’

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu:'®

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)

15 D. Schaffmeister, N. Keijzer & E.P.H Sutoris. (1995). Terjemahan J.E. Sahetapy, Hukum Pidana,
Liberty. Yogyakarta, HIm. 44
16 Drs. P.A.F Lamintang, SH., (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung.
PT. Citra Aditya Bakti. HIm. 193
17 1bid.,
18 |bid.,
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2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang
di maksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP)

3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di
dalam kejahatan-kejahatan  pencurian, penipuan, pemerasan,

pemalsuan, dan lain-lain.

4. Merencanakan terlebih dahulu atau Voorbedachte raad seperti yang
misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal

340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam
rumusan tindak pidana menurut pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP).

Unsur-Unsur Obijektif dari suatu tindak pidana yaitu:*°

a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid

b. satilauK! dari' si! pelaku,' misalnya' “keadaan! sebagai' seorang' pegawai'
“iregen! di' dalam! kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab UndangUndang
Hukum Pidana (KUHP) uatal“keadaan'sebagai'pengurus'atau 'sirasimok! dari

Isuatu! perseroan! terbatas” di! dalam' kejahatan! menurut!

Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

9 1bid.,
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c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan
sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai

akibat.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu

sebagai berikut:.

a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrivien) dan

pelanggaran (overtredingen).

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil
(formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materieel delicten);

c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana

sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana tidak dengan sengaja

(culpose delicten);

d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak
pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (delicta
comissionis) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana
omisi (delicta comissionis);

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan
antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam

waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;

f.  Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum

dan tindak pidana khusus;
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Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak
pidana communia (delicita communia) yang dapat dilakukan oleh siapa
saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang

memiliki kualitas pribadi tertentu);

Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka
dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak

pidana aduan (klacht delicten);

Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat
dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (eenvoudige delicten),
tindak pidana yang diperberat (gequlificerde delicten) dan tindak pidana

yang diperingan (gepriviligieerde delicten);

Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana
tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang
dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap
harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama
baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;

Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan,
dibedakan antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) dan

tindak pidana berangkai (samengestelde delicten);

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam WvS Belanda (1886), telah terdapat pembagian tindak
pidana antara kejahatan dan pelanggaran, yang berdasarkan asas
concordantie dioper ke dalam WvS Hindia Belanda (1918), kini KUHP.

Sebelum WVS tahun 1886, di Belanda dikenal tiga jenis tindak pidana,
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yaitu misdaden (kejahatan), wanbedrivien (perbuatan tercela) dan
ovenredingen (pelanggaran), yang mendapat pengaruh dari Code Penal
Perancis (1810), yang membedakan tindak pidana ke dalam tiga jenis,
yakni crime (kejahatan), delits (perbuatan tercela) dan contra vention

(pelanggaran).

Apakah dasar pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran?
Mengenai hal ini, dapat disimpulkan dari keterangan MvT bahwa
pembagian itu didasarkan pada alasan bahwa pada kenyataannya di
dalam masyarakat terdapat perbuatan- perbuatan yang pada dasarnya
memang sudah tercela dan pantas untuk dipidana, bahkan sebelum
dinyatakan demikian oleh Undang-Undang, dan juga ada perbuatan yang
baru bersifat melawan hukum dan dipidana setelah UndangUndang
menyatakan demikian. Untuk yang pertama disebut dengan rechtdelicten,
dan untuk yang kedua disebut dengan wetsdelicten.?° Disebut dengan
rechtdelicten atau tindak pidana hukum, yang artinya sifat tercelanya itu
tidak semata-mata pada dimuatnya dalam Undang-Undang melainkan
memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum
memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang.
Walaupun sebelum dimuat dalam Undang-Undang pada kejahatan telah
mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi
berupa melawan hukum materiil. Sebaliknya, wetsdelicten sifat
tercelanya suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai

demikian dalam Undang-Undang.

Sumber tercelanya wetsdelicten adalah undang-undang.

20 D.Simons.1922” Kitab Pelajaran Hukum Pidana”. Bandung: Pioner Jaya. Him,138.
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2. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan
sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti yang dirumuskan
itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana
formil tidak memerhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu
akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana,
melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian,
untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan

mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan
adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang
menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan
dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan
akibat terlarang itu tidaklah penting. Misalnya pada pembunuhan, inti
larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan pada
wujud menembak, membacok, atau memukul. Untuk selesainya tindak
pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya

wujud perbuatan.

Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materiil, tidak
bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi
sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang
tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal
pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu
belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang

terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.
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3. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian
Tindak pidana sengaja (doleus delicten) adalah tindak pidana yang dalam
rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur
kesengapan. Sementara itu tindak pidana culpa (culpose delicten) adalah
tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa.?!
Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang unsur kesalahan nya
berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan. Tindak

pidana yang mengandung unsur culpa ini,

misalnya Pasal: 114, Pasal 359, Pasal 560 KUHP.%3
4. Tindak Pidana Aktif (Delik Comrnisionis) dan Tindak Pidana Pasif

(Delik Omisionis)

Tindak pidana aktif (delicta commissionis) adalah tindak pidana yang
perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut
juga perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya
disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.
Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan. Perbuatan aktif ini
terdapat, baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil
maupun secara materiil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan
dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Berbeda dengan tindak pidana
pasif, dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan
tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk
berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan (aktif) perbuatan itu, ia

telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Disini ia telah melakukan

21 1bid. him 24
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tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana

pengabaian suatu kewajiban hukum.??

5. Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana Berlangsung Terus

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk
terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat
saja, disebut juga dengan aflopenda delicten. Misalnya pencurian (Pasal
362 KUHP), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu

menjadi selesai secara sempurna.

Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa,
sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah
perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang

disebut juga dengan voorldurende delicten.

6. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus
Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja
telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya,
sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan
sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja,
misalnya, bagi anggota-anggota Angkatan Bersenjata, atau merupakan
hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja, misalnya,

tindak pidana fiskal.?®

7. Tindak Pidana Communia dan Tindak Pidana Propria

22 http://repository.untag-sby.ac.id/486/7/BAB%202.pdf
23 https:/lwww.lawyersclubs.com/perbedaan-pidana-umum-dan-pidana-khusus/
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Jika dilihat dari sudut subjek hukum tindak pidana, tindak pidana itu
dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua
orang (delicta commuma) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan
oleh orang yang berkualitas tertentu (delicta propria). Pada umumnya,
tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua
orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan
dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan
yang tidak patut tertentu yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang
yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan

jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya.

8. Tindak Pidana Biasa (Gewone Delicten) dan Tindak Pidana Aduan

(Klacht Delicten).

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang
untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuat tidak
disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sebagian besar tindak

pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini.

Sementara itu, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk
dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu
adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni
korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72 KUHP) atau
keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu (Pasal 73 KUHP) atau orang yang

diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

9. Tindak Pidana dalam Bentuk Pokok, yang diperberat dan yang

diperingan
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Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk

menjadi (tiga) bagian, yaitu:?*

a. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana (eenvoudige

delicten), atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;

b. Dalam bentuk yang diperberat (gequalificeerde delicten);

c. Dalam bentuk ringan (gepriviligieerde delicten).

10. Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum yang

Dilindungi.

Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini tidak terbatas
jenis tindak pidana, dan akan terus berkembang mengikuti
perkembangan dan kemajuan manusia, dan untuk mengikuti
perkembangan itu, peranan hukum pidana khusus menjadi sangat

penting sebagai wadah tindak pidana di luar kodifikasi.

Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai

Tindak pidana tunggal (enkelvoudige delictien) adalah tindak pidana
yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya
tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali
perbuatan saja. Bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah

berupa tindak pidana tunggal.

Sementara itu, yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai
adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk

dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pembuat,

24 A. Zainal Abidin, 2010, “Hukum Pidana 17 .Jakarta : Sinar Grafika.
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disyaratkan dilakukan secara berulang.
C. Pertanggung jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban
orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya
pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh
seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu
yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai
konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan
perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya
pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya
merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi

terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu

perbuatan tertentu.?®

30

Bagaimana sikap Undang-Undang mengenai kemampuan bertanggung

jawab. Dalam KUHP memang tidak ada rumusan yang tegas tentang
kemampuan bertanggungjawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru
merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu
bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan
(secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu, kapan
seorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya,
yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang
diterangkan dalam Pasal 44 tersebut. Apakah dengan rumusan tentang

kebalikan dari jiwa yang mampu bertanggung jawab itu dapat dianggap bahwa

25 Septa Candra. (2013). Jurnal Cita Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol. 1 No. 1 him. 44
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setiap tindak pidana itu harus ada unsur mampu bertanggung jawab sebab jika
tidak tentulah terhadap orangnya karena perbuatannya tidak dapat dijatuhi

pidana.

Mengenai hal ini haruslah diambil sikap bahwa mengenai mampu
bertanggung jawab ini adalah hal mengenai jiwa seorang yang diperlukan dalam
hal untuk dapat menjatuhkan pidana, dan bukan hal untuk terjadinya tindak
pidana. Jadi untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan tentang
apakah terdapat kemampuan bertanggung jawab ataukah tidak mampu
bertanggung jawab. Terjadinya tindak pidana tidak serta-merta diikuti dengan
pidana kepada petindaknya. Akan tetapi, ketika menghubungkan perbuatan itu
kepada orangnya untuk menjatuhkan pidana, bila ada keraguan perihal keadaan
jiwa orangnya, barulah diperhatikan atau dipersoalkan tentang ketidakmampuan
bertanggungjawab, dan haruslah pula dibuktikan untuk tidak dipidananya

terhadap pembuatnya.

Dari sikap yang demikian ini membawa konsekuensi hukum yaitu setelah

ternyata terbuktinya wujud tindak pidana, kemudian terbuktinya petindaknya
tidak mampu bertanggung jawab pidana (baik melalui Pasal 44 maupun di
luarnya, di bawah akan dijelaskan), amar putusan hakim berisi melepaskan
terdakwa dari tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolginhlg), dan bukan
pembebasan (vrijspraak), karena tindak pidana terbukti telah diwujudkan,

namun adanya alasan pemaaf (tidak mampu bertanggung jawab).

Dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana yang

dirumuskan dalam Pasal 44 (1) KUHP, yakni (1) karena jiwanya cacat, atau (2)
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jiwanya terganggu karena penyakit. Orang dalam keadaan jiwa demikian, bila

melakukan tindak pidana tidak boleh dipidana.

Mengapa pembentuk Undang-Undang merumuskan dengan cara demikian,
artinya menyebutkan keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab, dan
bukan merumuskan tentang bagaimana keadaan jiwa yang mampu
bertanggungjawab. Mengenai hal ini dapat diketahui dari sejarah pembentukan
WvS Belanda mengenai rumusan Pasal 44 tersebut, di mana pembentuk
Undang-Undang mengambil sikap sebagai prinsip, yaitu "bahwa setiap orang itu
harus dianggap mampu bertanggung jawab". Dengan berpegang pada prinsip
itu, setelah terjadinya tindak pidana, apabila ada keraguan tentang keadaan jiwa
petindaknya, artinya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawabnya,
barulah hal ketidakmampuan bertanggung jawab ini justru yang harus dibuktikan
agar orangnya tidak dipidana. Jadi, dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah
tentang ketidakmampuan bertanggung jawab pidana, dan bukan sebaliknya
tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Hal ini dimaksudkan agar
putusan hakim benar-benar mencapai derajat keadilan yang setinggi-

tingginya.2®

32

Kapankah seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang

dilakukannya, berbagai pendapat mengenai hal ini. J.E. Jonkers berpendapat

bahwa penanggungjawaban pidana merupakan Wiidl daripada pengertian

kesalahan yang luas, yang tidak boleh ilitampuiadukkan dengan yang

disebutkan dalam Pasal 44 KUHP. Tidak mudah untuk menentukan syarat

26 J.E.Jonkers.1987.”"Hukum Pidana Hindia Belanda”. Jakarta: PT Bina Aksara, him.107
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umum pertanggungan jawab pidana. JE Jonkers menyebut ada syarat mengenai
pertanggungjawaban pidana, yaitu :
a. kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap
suatu
perbuatan;
b. mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu;
c. keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.??
Moeljatno menarik kesimpulan tentang adanya kemampuan
bertanggung jawab, ialah:
a. harus adanya kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan
yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan

hukum;

b. harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut

keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.?’

Untuk menjelaskan hal kapankah terdapatnya kemampuan bertanggung

jawab pidana, dapat dengan dua cara, yaitu sebagai berikut :

a. Dengan berdasarkan dan atau mengikuti dari rumusan Pasal 44 (1) tadi.
Dari Pasal 44 (1) KUHP itu sendiri, yang sifatnya berlaku umum, artinya
berlaku terhadap semua bentuk dan wujud perbuatan. Pasal 44 (1)
menentukan dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab.
Dengan berpikir sebaliknya, orang yang mampu bertanggung jawab

atas semua perbuatannya (berwujud tindak pidana) apabila tidak

27 Moeljatno, 1983, “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam hukum pidana’.
Jakarta : Rineka Cipta. HIm 165
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terdapat dua keadaan jiwa sebagaimana yang dinyatakan oleh pasal 44
(1), artinya bila jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya, atau jiwanya
tidak terganggu karena penyakit, demikian itulah orang mampu

bertanggung jawab.

b. Dengan tidak menghubungkannya dengan norma Pasal 44 (1), dengan
mengikuti pendapat Satochid Kartanegara, orang yang mampu

bertanggung jawab itu ada tiga syarat yang harus dipenuhi,

yaitu:
a) Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa (normal) sehingga
ia bebas atau mempunyai kemampuan dalam menentukan

kehendaknya terhadap perbuatan yang ia (akan) lakukan;

b) Keadaan jiwa orang itu yang sedemikian rupa, sehingga ia
mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti terhadap nilai

perbuatannya beserta akibatnya;

c) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia mampu untuk
menyadari, menginsyaii bahwa perbuatan yang (akan)
dilakukannya itu adalah suatu kelakuan yang tercela, kelakuan

yang tidak dibenarkan oleh hukum, atau oleh masyarakat

maupun tata susila.?®
Untuk yang pertama dapat dijelaskan sebagai berikut. Keadaan jiwa orang
pada umumnya (normal) memiliki kebebasan atau kemampuan dalam

menentukan kehendaknya, ia pun memiliki kebebasan pula apakah akan

28 Satochid Kartanegara.Tanpa Tahun.Hukum Pidana Bag I. Balai Lektur Mahasiswa.
Him.243-244
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mewujudkan kehendaknya itu dalam suatu perbuatan ataukah tidak. Orang yang
sehat jiwanya seperti, dalam keadaan khusus tertentu dapat saja kebebasan
dalam menemukan kehendak dan kebebasan dalam mewujudkan kehendak itu
terampas. Sehingga walaupun ia tidak memenuhi normal Pasal 44 (1), tapi ia
tidak mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas khusus perbuatan
tertentu yang terpaksa dilakukannya. Sebagaimana pada contoh konkret,
seorang notaris ditodong dengan pistol diancam akan dibunuh apabila tidak

menandatangani suatu akta yang disodorkan kepadanya.

Menurut pandangan Utrecht, kemampuan bertanggung jawab itu
merupakan unsur diam diam dari setiap tindak pidana, seperti juga dengan
unsur melawan hukum. Oleh sebab itu, apabila ada keraguraguan tentang ada
tidaknya kemampuan bertanggung jawab bagi seseorang, hakim wajib
menyelidikinya, dan bila setelah diselidiki tetap ada keragu-raguan, maka hakim

harus membebaskan dari tuntutan hukum.?®

Sebaliknya, Jonkers menyatakan bahwa kemampuan untuk dapat
dipertanggungjawabkan tidak dapat dipandang sebagai bagian dari tindak
pidana, tetapi bila tidak ada pertanggungjawaban, maka merupakan alasan
penghapus pidana. Pandangan Jonkers ini sesuai dengan pandangan HR yang
menyatakan bahwa toerekeningsvatbaarheid bukan merupakan unsur tindak
pidana yang adanya harus dibuktikan. Akan tetapi, tidak adanya
toerekeningvatbarheid tersebut merupakan suatu dasar yang meniadakan hal

dapat dipidananya seseorang. 3°

29 E.Utrecht.1968.Hukum Pidana |. Bandung: Penerbit Universitas. him. 279
30 Lamintang.1990.Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.Bandung:Penerbit Sinar Baru.him 397
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Menurut D. Simons, mengenai hal penanggungjawaban pidana pembuat
terhadap perbuatan harus dianggap sebagai syarat untuk terdapatnya
kesalahan. Berarti bahwa walaupun hal dapat dipertanggungjawabkannya
seseorang terhadap perbuatannya itu dapat dikatakan ada, karena menurut
ketentuan hal itu mentang ada, sehingga hanya apabila terdapat keragu-raguan
sajalah pertanggungjawaban semacam itu harus disyaratkan, tetapi sebenarnya
hal dapat dipertanggungjawabkan seseorang pada perbuatannya itu merupakan
unsur dari setiap tindak pidana. Demikian juga Pompe, yang berpandangan
bahwa kemampuan bertanggungjawab bukan suatu unsur konstitutif tiap tindak
pidana, tetapi dipurbasangkakan (vooronderstreld) pada tiap-tiap tersangka, dan
baru dilakukan pemeriksaan secara teliti jika terdapat hal-hal yang
menyebabkan persangkaan jiwa terdakwa terkena gangguan sakit atau tidak
sempurna pertumbuhannya. Jika ternyata dari hasil pemeriksaan terdakwa tidak

dapat dipertanggungjawabkan, ia tidak boleh dipidana.3!

Ada persamaan di antara dua pendapat yang berbeda. Persamaan itu
adalah bahwa bila terdapat keragu-raguan tentang keadaan jiwa seseorang
barulah diselidiki, yang apabila terdapat ketidak mampuan atau tetap ada
keraguan (Utrecht), terdakwa tidak boleh dipidana. Berani jika dalam

pemeriksaan tidak ada keraguan semacam itu, keadaan jiwa pembuat tidak

perlu diselidiki dan dibuktikan.

31 Martiman Priodjohamidjoyo.1995. Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia |.
Jakarta: PT Pradnya Paramita.him. 36
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Jika kita memerhatikan bahwa dalam setiap rumusan tindak pidana,
mengenai hal mampu atau tidak mampu bertanggung jawab pidana tidak disebut
dalam rumusan tindak pidana, mengenai kemampuan bertanggung jawab ini
tidak dapat dianggap merupakan unsur tindak pidana. Cara berpikir ini adalah

formil.

Dalam Pasal 44 disebutkan dua keadaan jiwa yang tidak mampu
bertanggungjawab yang pembuatnya tidak boleh dijatuhi pidana. Dua keadaan
jiwa ini harus dibuktikan dalam persidangan untuk tidak dipidananya terdakwa.
Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan dalam putusan yang dijatuhkan
hakim. Namun, di luar Pasal 44 ada penyebab tidak mampu bertanggung jawab
yang lain dan juga wajib dibuktikan untuk tidak dipidananya terdakwa. Hal ini

telah dibicarakan di bagian muka.

Penanggungjawaban pidana yang dirumuskan secara negatif dalam
Pasal 44, didasarkan pada prinsip yang dipegang oleh pembentuk
UndangUndang di mana setiap orang itu dianggap mampu bertanggung jawab
hanyalah apabila terdapat keragu-raguan sajalah menjadi perlu dibuktikan.
Namun, bukan alasan yang cukup kuat jika berpendapat bahwa kemampuan

bertanggungjawab menjadi unsur setiap tindak pidana.

Dalam kaitannya dengan pengertian tindak pidana, khususnya mengenai
kemampuan bertanggung jawab, penulis lebih cenderung pada pendapat bahwa
kemampuan bertanggung jawab ini bukan merupakan unsur tindak pidana.
Harus dibedakan dan ada pemisahan yang jelas antara tindak pidana dan dapat

dipidananya pembuat.
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Terjadi atau terwujudnya tindak pidana secara konkret syaratnya ialah
jlka semua umur yang dicantumkan dalam rumusan telah terdapat atau
terpenuhi oleh perbuatan seseorang. Sementara itu, untuk dipidananya
pembuat tadi ia harus mampu bertanggung jawab. Sebagaimana Moeljatno
menyampaikan bahwa dalam perbuatan pidana yang menjadi pusat adalah
perbuatannya, dalam pertanggungan jawab sebaliknya, yang menjadi pusat
adalah oranglyang'melakukan'perbuatan”.?? Dasar mengenai terjadinya tindak
pidana adalah asas legalitas (Pasal 1) berbeda dengan mengenai dapatnya

dipidana pembuat yang menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Setelah terwujudnya tindak pidana, barulah dilihat apakah orang
pembuatnya tadi ada penanggungjawaban apa tidak. dalam arti apakah ada
kesalahan ataukah tidak pada pembuatnya tersebut. Hanya terhadap orang
yang dipersalahkan saja yang dapat dibebani tanggung jawab pidana. Hal ini
baru dipersoalkan dalam hal untuk menetapkan amar putusan oleh hakim agar
putusan itu mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Dalam praktik
hukum mentang demikian, baru menjadi persoalan setelah ada keraguraguan
tentang jiwa si pembuat (biasanya diawali oleh Penasihat Hukum), apakah dapat

atau tidak dapatnya dipertanggungjawabkan terhadap

perbuatan yang dilakukannya itu.

D. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERIKANAN

1. Pengertian Tindak Pidana Perikanan

Dalam peraturan perundang-undangan tentang kelautan, terutama

menyangkut bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi

32 Moeljatno, 1983, “Asas-asas Hukum Pidana”. Penerbit : PT Bina Aksara.him 22-23.
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"natahajek“ldan“pelanggaran”.'Namun,'baik'dalam'tindak'kejahatan'maupun !
pelanggaran tidak terdapat istilah illegal fishing. Istilah ini terdapat dalam
penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, tetapi tidak

diberikan definisi ataupun penjelasan lebih lanjut apa itu illegal fishing.33

lllegal fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh
nelayan yang tidak bertanggungjawab dan bertentangan dengan kode etik
penangkapan ikan. lllegal fishing termasuk kegiatan malpraktek dalam
pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran
hukum. Tindakan illegal fishing umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya

perairan yang ada.

Tindakan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang
baik bagi ekosistem perairan, akan tetapi memberikan keuntungan yang besar
bagi nelayan. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan
penangkapan ikan dan termasuk kedalam tindakan illegal fishing adalah
penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem seperti penangkapan
dengan pemboman menggunakan bahan Amonium Nitrate, penangkapan
dengan racun menggunakan bahan Potassium sianida, serta penggunaan alat

tangkap trawl pada daerah yang memiliki terumbu karang.

Dalam The Contemporary English naisenodnl'Dictionary,'“illegal™artinya !
tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum.3* “Fish”lartinyalikan luata

ldaging! ikan! dan' “fishing”l artinya! penangkapan! ikan' sebagai! mata

33 NunungMahmudah. 2015.”lllegal FishingPertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah
Perairan Indonesia”. Jakarta: Sinar Grafika, him.79.
34 Peter Salim.2003.”The Contemporary English Indonesian Dictionary”. Jakarta: Modern English
Press.him.65
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pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara
haifrah! tersebut! dapat' dikatakan!' bahwa! “illegal fishing” menurut' bahasa

Indonesia berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan

secara tidak sah.

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementrian Kelautan
dan Perikanan,memberi batasan pada istilah illegal fishing, yaitu pengertian
lllegal, Unreported, Unregulated (IlUU) Fishing yang secara harfiah dapat
diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang
tidak diatur oleh peraturan yang ada atau aktifitasnya tidak dilaporkan kepada

suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.®®

Pengertian illegal fishing merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan oleh

International Plan of Action (IPOA) yang diprakarsai oleh Food Agriculture

Organization (FAO) dalam konteks implementasi Code of Conduct for

Responsible Fisheries (CCRF). Pengertian lllegal fishing dijelaskan sebagai

berikut:36
1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu
atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiknya tanpa izin
dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan
tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu (activities
conducted by national or foroign vessels in water of that state, or in
jurisdiction of a state, without permission of that state, or in contravention

of its laws and regulation).

35 Nunung Mahmdah.Op.Cit.,him.80
36 |bid.,
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2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan
berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi
pengelolaan perikanan regional, Regional Fisheries Management
Organization (RFMO) tetapi pengoprasian kapal-kapalnya bertentangan
dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang
telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang
ditetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan Hukum Internasional
(activities conducted by vessels flying the flag of states the are parties to a
relevant Regional Fisheries Management Organization (RFMO) but
operate in contravention of the conservation and management measures
adopted by the organization and by which states are bound, or relevant

provisions of the applicable International Law).

3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan
perundangundandangan suatu negara atau ketentuan internasional,
termasuk aturanaturan yang ditetapkan negara anggota RFMO (activites
in violation of national laws or international obligations, including those
undertaken by cooperating stares to a relevant Regional Fisheries

Management Organization (RFMO).

Walaupun IPOA-FAO Fishing telah memberikan batasan terhadap
pengertian illegal fishing, dalam pengertian yang lebih sederhana dan bersifat
operasional, illegal fishing dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang

melanggar hukum.
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Nunung Mahmudah menjelaskan bahwa unreported fishing adalah

kegiatan penangkapan ikan yang:%’

a. Tidak pernah dilaporkan atau secara tidak benar kepada instansi yang
berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

nasional

b. Dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan
secara tidak benar dan tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari

organisasi tersebut.

Kegiatan unreported fishing yang umum terjadi di Indonesia adalah:3®
a. Penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang

sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan.

b. Penangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain (transhipment di

tengah laut)

Kegiatan unregulated fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan yang:®

1. Pada suatu area stok ikan yang belum diterapkan ketentuan
pelestarian dan pengelolaan, dalam hal ini kegiatan penangkapan
tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan
tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber

daya ikan sesuai hukum internasional.

37 1bid.,him.82.
38 bid,
39 |bid,
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2. Pada area yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan
perikanan regional yang dilakukan oleh  kapal tanpa
kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu negara
yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut, hal ini dilakukan

dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan

ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut.
Kegiatan unregulated fishing yang terjadi di perairan Indonesia, antara lain

karena masih belum diaturnya:*9

a. Mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan

penangkapan ikan yang ada.

b. Wilayah perairan yang diperbolehkan dan dilarang.

c. Pengaturan aktivitas sport fishing, kegiatan penangkapan ikan yang
menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang.
Beberapa modus atau jenis kegiatan illegal yang sering dilakukan oleh
kapal ikan Indonesia, antara lain : Penangkapan ikan tanpa memiliki izin
(Surat 1zin Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan lkan (SIPI)

maupun

Surat Izin Kapal Pengangkutan lkan (SIKPI)). Kegiatan ini memiliki izin, tetapi
melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan
ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan
atau manipulasi dokumen (misalnya pemalsuan dokumen pengadaan, registrasi

dan perizinan kapal). Transshipment di tengah laut, tidak mengaktifkan transmitter

40 |bid, him. 82-83
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(khusus bagi kapal yang diwajibkan memasang transmiliter), serta penangkapan
ikan yang merusak (destructive fishing) dengan menggunakan bahan kimia, bahan

biologis, bahan peledak, alat, car, dan/atau bangunan yang membahayakan

pelestarian sumber daya ikan.*!
Secara umum tindakan illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia,

antara lain :

1. Penangkapan ikan tanpa izin;

2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;

3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang;

4. Penangkapan ikan dengan jenis (species) yang tidak sesuai dengan

izin.44

Dalam penegakan hukum bila terjadi pelanggaran tetap mesti menjadi
prioritas dalam pelaksanaan dilapangan. Secara keilmuan penegakan hukum itu
sendiri meliputi penegakan hukum secara perdata yang nantinya akan
membahas mengenai bidang keperdataan / privat, bidang penegakan hukum
pidana yang mengatur mengenai bidang public seperti pemenjaraan dan denda
serta penegakan dibidang adminstrasi yang mengatur mengenai segala
perizinan dan larangan yang ditetapkan sesuai dengan standar ketentuan

pemerintah.

41 1bid.,him.81.
44 1bid.,
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Pelaksanaan penegakan hukum dibidang perikanan menjadi sangat
penting danstrategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara
terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga
pembangunan perikanan dapat berjalan secara keberlanjutan. Oleh karena itu,
adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan.
Undang-undang no 31 tahun 2004 jo Undang-undang nomor 45 tahun 2009
tentang Perikanan memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap
penegakan hukum atas tindak pidana dibidang perikanan, yang mencakup
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan
demikian perlu diatur secara khusus mengenai kewenangan penyidik, penuntut

umum, dan hakim dalam menangani tindak pidana di bidang

perikanan.*?

2. Perkembangan Tindak Pidana Perikanan

Tindakan illegal fihsing terjadi di seluruh belahan dunia. lllegal fishing

merupakan kejahatan perikanan yang sudah terorganisasi secara matang, mulai

di tingkat nasional sampai internasional. Pada masa ini, tindakan illegal fishing

telah berubah cara beroperasinya bila dibandingkan dengan cara

beroperasional pada pertengahan tahun 1990-an. Tindakan illegal fishing telah

menjadi a highly sophisticated form of transnational organized crime, dengan

ciri-ciri antara lain kontrol pergerakan kapal yang modern dan peralatan yang

modern, termasuk tangki untuk mengisi bahan bakar di tengah

laut.*3

42 Maria Maya Lestari (2013), Penegakan Hukum Pidana Perikanan Di Indonesia Studi Kasus
Pengadilan Negeri Medan. Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol. 4. No. 2. HIm 279
43 lagelll”.3002.minonA! Fishing in the Southern Ocean: The Problem, Practices and
UsrotartepreP'Australian'Antartic'Magazine!5'Winter,'him.16.
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Tindakan illegal fishing belum menjadi isu trans-nasional yang
diformulasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, secara de
facto, isu ini telah menjadi perhatian organisasi-organisasi dunia dan regional
sebagai salah satu kejahatan terorganisasi yang merugikan negara dan
mengancam keberlangsungan sumber daya perikanan. Oleh karena itu,
diperlukan suatu pengaturan khusus dalam rangka menanggulangi tindakan

illegal ini. Salah satu organisasi internasional yang mengatur isu ini adalah

Food and Agriculture Organization (FAO).

FAO telah menempatkan dan memformulasikan tindakan illegal fishing ke
dalam ketentuan-ketentuan Code of Conduct for Responsible Fisheries (Code
of Conduct). Ketentuan tersebut memperhatikan aspek keberlangsung
ekosistem dan sumber daya perikanan yang terkandung didalamnya. Selain itu,
terdapat juga aspek ekonomi yang menjadi perhatian dalam tindakan illegal
fishing.) Menurut! Nikijuluw' “tindakan' illegal fishing memiliki pengaruh cost-
benefit paralysis (kelumpuhan ekonomi akibat tindakan kriminal) yang paggnaid
lbesar”.) Hal' ini! sangat’ sulit! untuk! diketahui! besaran! ekonominya 'secara

akurat.

Sama halnya dengan tindakan illegal fishing yang terjadi dikawasan dan
negara lain di dunia, Indonesia pun tidak memiliki data dan angka yang pasti
mengenai illegal fishing yang terjadi diperairannta. Namun, beberapa penelitian
dan lembaga di Indonesia telah melakukan etimasi nilai kerugian tindakan illegal

fishing yang terjadi berdasarkan asumsi dan temuan di lapangan. Menurut
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Rokhmin Dahuri, sampai tahun 2002 nilai kerugian negara akibat tindakan illegal

fishing mencapai angka USD1.362 miliar per tahun.**

Tingginya angka tindakan illegal fishing di perairan Asia Tenggara dan
Pasifik serta kondisi overfishing yang mengancam keberlangsungan sumber
daya perikanan dan kelautan, membuat negara-negara di sekitar kawasan
tersebut saling bekerja sama untuk melakukan penanggulangan illegal fishing
dengan membentuk International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate

lllegal, Unreported and Unregulated Fishing (The IPOA IUU

Fishing).

E. PROSES PENYIDIKAN
1. Pengertian Penyidikan
Dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa: nakidiyneP*
ladalah! serangkaian!' tindakan' penyidik' dalam' hal' dan! menurut 'cara
yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari
serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang

terjadi dan guna menemuknaltersangkanya”.*®

Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik
apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut
dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP. Untuk dapat

menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana,

44 rotciV'P.'H.'\Nikijuluw.'2008!.“Blue'Water'Crime!:\Dimensi'Sosial'Ekonomi'Perikanan'llegal”, !
Jakarta : P. T. Pustaka Cidesindo, him.67.
45 Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP)
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menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai
tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana. Dalam

bidang reserse kriminil, penyidikan itu biasa dibedakan sebagai berikut: 46

1. Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan,
pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari
tindakan-tindakan dari terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan

dan penyelesaiannya,

2. Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan
yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminil Polri

yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan

adalah:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.

2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.

3. Pemeriksaan di tempat kejadian.

4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.

5. Penggeledahan.

6. Pemeriksaan atau interogasi.

7. Berita Acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat)

8. Penyitaan.

9. Penyampingan perkara.

46 Soesilo.R.,1979. RIB/HIR dengan penjelasan. Politeia, Bogor.
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10. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya

kepada penyidik untuk disempurnakan.

Penyidikan in concreto dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana,
sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang
bersifat represif . Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan
dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah
terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang meakukan atau yang disangka
melakukan tindak pidana tersebut. Tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti
oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk
menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak
pidana bisa diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-

benar menjalani pidana yang dijatuhkan itu.

Secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai
dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, Setelah pihak Kepolisian
menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana,
ataupun mengetahui sendiri peristiwva yang diduga merupakan suatu tindak
pidana.*” Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan
wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan
tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki

oleh pihak tersangka.

47 Hamid,H. Hamrat, dan Harun M. Husein,1992. Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang
Penyidikan. Sinar Grafika, Jakarta.
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Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP, maka seorang penyidik yang
telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana,
penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan
kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa
adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum,

sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada

penyidik mengenai

perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Dalam hal penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau
peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan
dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 (Surat
Penghentian Penyidikan) yang mana tembusan surat tersebut dismpaikan
kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109 ayat (2)
KUHAP). Sedangkan telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib
segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang mana jika
Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang
lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk
dilengkapi oleh penyidik, dan setelah berkas perkara diterima kembali oleh
penyidik, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan

petunjuk dari Penuntut Umum (Pasal 110 KUHAP).

Dalam proses penyidikan, yang berhak melakukan penyidikan adalah
Pejabat Penyidik. Seorang penyidik melakukan penyidikan adalah dalam usaha
menemukan alat bukti dan barang bukti, guna kepentingan penyidikan dalam
rangka membuat suatu perkara menjadi jelas/terang dan untuk mengungkap

atau menemukan tersangka kejahatan. Dalam Pasal 1 Butir ke-1
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PAHUK! dijelaskan' pengertian! penyidik.! "Penyidik! adalah' Pejabat! Polisi!
Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang
diberi wewenang khusus oleh undang-gnadnuluntuk'melakukan'penyidikan”.
Dari pengertian tersebut di atas, dapat ditarik dua unsur penyidik, seperti

tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yaitu :

1. Penyidik adalah :
1) Pejabat Polisi Negara Indonesia;
2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang

khusus oleh undang-undang.

2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
(1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Dalam Pasal
6 KUHAP tersebut di atas telah ditentukan mengenai instansi atau

kepangkatan seorang pejabat penyidik adalah:

1) Pejabat Peyidik Polisi
Untuk melakukan penyidikan, pejabat penyidik polisi harus
memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat
(2) KUHAP. Mengenai kedudukan dan kepangkatan pejabat penyidik
kepolisian diatur dalam peraturan pemerintah yaitu PP No. 27 Tahun
1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Memperhatikan kepangkatan yang

diatur dalam Bab Il PP No. 27 Tahun 1983 tersebut, syarat

kepangkatan dari penyidik adalah sebagai berikut:*®

a. Pejabat Penyidik Penuh
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Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh harus

memenuhi kepangkatan dan pengangkatan sebagai berikut:

a) Sekurang-kurangnya berpangkat Ipda;
b) Berpangkat Bintara di bawah Bripda apabila dalam sektor
Kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat
Pembantu Letnan Dua,;

c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.

2). Pejabat Penyidik Pembantu
a) Sekurang-kurangnya berpangkat Bripda;
b) Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kepolisian negara dengan

syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda

(golongan Tk I/B);
c) Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI, atas usul komandan atau

pimpinan kesatuan masing-masing.

Khusus mengenai pengangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan
kepolisian untuk menjadi pejabat penyidik pembantu harus mempunyai keahlian
dan kekhususan di bidang tertentu. Syarat kepangkatan pejabat penyidik

pembantu harus lebih rendah dari pangkat pejabat penyidik penuh.

Dalam hal ini perlulah kiranya diutarakan di sini, bahwa Surat keputusan
Menteri Hankam/Pangab tanggal 13 Juli 1979 telah menentukan antara lain,
bahwa penyidik pembantu yang dijabat oleh pejabat kepolisian Negara harus

berpangkat Sersan Dua s/d Sersan Mayor dan kepolisian khusus yang atas usul
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komandan atau kepala Jawatan / Instansi Sipil Pemerintah diangkat oleh
Kapolri. Penyidik pembantu harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau

sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolah Bintara Polisi;

2. Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan
penyidikan;
3. Mempunyai kecakapan dan kemampuan baik psikis maupun fisik untuk

melakukan tugas penyidikan;

4. Berkelakuan baik atau tidak tercela
3). Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik.
Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumb